*qo PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
\"'t% y BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

1JEN DPg
ST
- o -

KOMPILASI

UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ADVOKAT

' Q

BESERTA PERATURAN PELAKSANA DAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

2023



KOMPILASI

PERLAK UU/PUSPANLAK UU 2023

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat beserta Peraturan Pelaksana dan

Putusan Mahkamah Konstitusi

Hak Cipta Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

Allrights reserved
2023

PENGARAH:
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

PENANGGUNG JAWAB:
Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

KOORDINATOR:
Hariyanto, S.H.

PENYUSUN:

Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.
Rizki Emil Birham, S.H.
Ernawati, S.Sos., M.H.

Rr. Lucia P. Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.

“We Believe Accurate Research Can Support Parliament’s Scrutiny Function”

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

[1




PERLAK UU/PUSPANLAK UU 2023

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
segala rahmat-Nya sehingga Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR Rl sebagai salah
satu unsur pendukung DPR Rl dapat menyelesaikan “Buku Kompilasi
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU !. |
Advokat)”.

Badan Keahlian DPR Rl merupakan sistem pendukung
(supporting system) dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, sebagaimana
diatur dalam Pasal 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dukungan keahlian diberikan oleh Badan Keahlian
meliputi pelaksanaan tiga fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi
pengawasan. Dukungan tersebut dilaksanakan oleh 5 (lima) Pusat sebagaimana diatur
dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam rangka
mendukung fungsi pengawasan DPR Rl khususnya dalam pengawasan pelaksanaan
undang-undang dan pemantauan dan peninjauan undang-undang, Badan Keahlian melalui
Pusat Pemantauan Pelaksanan Undang-Undang telah menyusun anotasi UU PPP yang
mengalami perubahan maupun penambahan norma melalui pengundangan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berikut informasi terkait sudah
dilaksanakan atau belum amanat pembentukan peraturan pelaksanaannya oleh
Pemerintah.

Akhir kata, semoga dengan penerbitan buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang
berkepentingan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR
RI.
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Jakarta, Juni 2023
Kepala Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPRRI,

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 196507101990031007
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KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat
Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat
dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam
melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan
yang dilakukan DPR Rl adalah melakukan pemantauan dan
peninjauan terhadap undang-undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR Rl memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan
fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir Putusan-
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/penjelasan pasal dalam
undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan
pelaksana-peraturan pelaksana yang diamanatkan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dibentuk
berdasarkan pertimbangan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala
campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas,
mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur,
adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan
hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Mengingat Advokat merupakan
profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu
dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan
supremasi hukum

Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Advokat yang terdiri dari pembukaan,
batang tubuh, daftar peraturan pelaksana, dan penjelasan undang- undang, serta
putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal UU Advokat bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk
pembahasan dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR Rl pada
khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada
umumnya.

Jakarta, Juni 2023
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang,

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
NIP. 196310011988032001
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DAFTAR PERATURAN PELAKSANA

NO PASAL PERATURAN PELAKSANA CATATAN
1. | Pasal 7 ayat (2) Kode Etik Advokat Indonesia -
2. | Pasal13ayat(3) | Kode Etik Advokat Indonesia -
3. | Pasal22ayat(2) | Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun | -
2008 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara
Cuma-Cuma
4. | Pasal23ayat(4) | Peraturan Menteri Hukum dan Hak | Mencabut
Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2017 | Keputusan Menteri

tentang Persyaratan dan Tata Cara
Mempekerjakan Advokat Asing Serta
Kewajiban Memberikan Jasa Hukum
Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia
Pendidikan dan Penelitian Hukum

Hukum dan HAM
Nomor Nomor M.11-
HT.04.02 Tahun 2004
tentang Persyaratan
dan Tata Cara
Memperkerjakan
Advokat Asing serta
Kewajiban
Memberikan Jasa
Hukum secara Cuma-
Cuma kepada Dunia
Pendidikan
dan
Hukum

Penelitian

5. | Pasal 26 ayat (7)

Kode Etik Advokat Indonesia
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ADVOKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera,
aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;

b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan
dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas,
mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu
peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua
pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan
hak asasi manusia;

¢. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung
jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh
undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi
hukum;

d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan hukum masyarakat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Advokat.

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan
Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan,
dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3879);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3872).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

(2) Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa
memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan
kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan
hukum lain untuk kepentingan hukum klien;

(3) Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima
jasa hukum dari Advokat;

(4) Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan
berdasarkan Undang-Undang ini;

(5) Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap
Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai
dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang
mengatur profesi Advokat;

(6) Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada
Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap
hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya
ataupun kaitannya dengan organisasi profesi;

(7) Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh
Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien;

(8) Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang
menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia
berdasarkan  persyaratan ketentuan  peraturan perundang-
undangan;

(9) Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat
secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu;

(10) Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya
meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.
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BAB II
PENGANGKATAN, SUMPAH, STATUS, PENINDAKAN, DAN PEMBERHENTIAN ADVOKAT

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 2

(1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar
belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti
pendidikan khusus  profesi Advokat yang dilaksanakan oleh
Organisasi Advokat.'

(2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

(3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan
Menteri.

Pasal 3

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Republik Indonesia;

bertempat tinggal di Indonesia;

tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;

g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada
kantor Advokat;

h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih;

i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan
mempunyai integritas yang tinggi.

Pono

bl

(2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya
dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

' Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 95/PUU-XIV/2016, Pasal 2 ayat (1) dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat
dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B
atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.
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Bagian Kedua
Sumpah

Pasal 4

(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah
menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di
sidang terbuka Pengadilan Tinggi* di wilayah domisili hukumnya.3

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya
sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia;

- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak
langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga,
tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada
siapapun juga;

- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai
pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan
bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di
luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan
sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya
agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien
yang sedang atau akan saya tangani;

- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan
menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan,
martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;

- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan
atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang
menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung
jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

(3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

2 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 36/PUU-
Xll/2015, Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi” dinyatakan bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat
sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara
de facto ada, yaitu PERADI dan KAI”.

3 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU-VII/2009, Pasal 4 ayat (1) bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “di sidang terbuka
Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah
Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa
mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”’.
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oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan
kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

Bagian Ketiga
Status

Pasal 5

1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri
dvokat b bagai penegak huk bebas d diri
yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

(2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik
Indonesia.

Bagian Keempat
Penindakan

Pasal 6

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;

b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau
rekan seprofesinya;

c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan
pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum,
peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;

d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan,
atau harkat dan martabat profesinya;

e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
dan atau perbuatan tercela;

f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi
Advokat.

Pasal 7

(1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga)
sampai 12 (dua belas) bulan;
d. pemberhentian tetap dari profesinya.
(2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat

dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi
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Advokat.*
(3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk
melakukan pembelaan diri.

Pasal 8

(1) Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, atau huruf
d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai
dengan kode etik profesi Advokat;

(2) Dalam  hal penindakan berupa pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢ atau pemberhentian
tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada
Mahkamah Agung.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 9

(1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh
Organisasi Advokat;

(2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan
Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 10

(1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara
tetap karena alasan:

a. permohonan sendiri;

b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau

c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

(2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

4 Telah ditindaklanjuti dengan Kode Etik Advokat Indonesia.
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Pasal 11

Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut
kepada Organisasi Advokat.

BAB IlI
PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat;

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar
Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi
kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi
Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat;

(2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahlifakademisi, dan
masyarakat;

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut
dengan keputusan Organisasi Advokat.>

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam
membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang
pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela
perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang
pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

> Telah ditindaklanjuti dengan Kode Etik Advokat Indonesia.
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Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam
menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan
pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.®

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi,
data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak
lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan
untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Advokat dalam menjalankan tugas = profesinya dilarang
membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin,
agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan
budaya;

(2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela
perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19

(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau
diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali
ditentukan lain oleh Undang-undang;

(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien,
termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap
penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap
penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 20

(1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan
dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;

(2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta
pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat
atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan
tugas profesinya;

(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas

® Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, Pasal 16 dinyatakan bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas
profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang
pengadilan”.
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profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.

BABV
HONORARIUM

Pasal 21

(1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah
diberikan kepada Kliennya;

(2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan
kedua belah pihak.

BAB VI
BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

Pasal 22

(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma
kepada pencari keadilan yang tidak mampu;

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan
hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

BAB VII
ADVOKAT ASING

Pasal 23

(1) Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik
dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di
Indonesia;

(2) Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai
karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin
Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat;

(3) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma
untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian
hukum;

(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperkerjakan
advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara
cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur

7 Telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
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lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.?

Pasal 24

Advokat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tunduk
kepada kode etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIl
ATRIBUT

Pasal 25

Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam
menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT

Pasal 26

(1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun
kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat;

(2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan
ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat;

(3) Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

(4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan
oleh Organisasi Advokat;

(5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili
pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara
Dewan Kehormatan Organisasi Advokat;

(6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak
menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran
terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana;

(7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili
pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.®

8 Telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2017
tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa
Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum.

9 Telah ditindaklanjuti dengan Kode Etik Advokat Indonesia.
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Pasal 27

(1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi
Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;

(2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat
pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada
tingkat banding dan terakhir;

(3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat;

(4) Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan
Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas
unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum
dan tokoh masyarakat;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan
Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.

BAB X
ORGANISASI ADVOKAT

Pasal 28

(1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi
Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk
meningkatkan kualitas profesi Advokat;

(2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh
para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

(3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan
pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat
Daerah.™

Pasal 29

(1) Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi
Advokat bagi para anggotanya;

(2) Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota;

(3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri;

' Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, Pasal 28 ayat (3) dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat
dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut,
dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”.
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(4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan pertambahan
dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung
dan Menteri;

(5) Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi
kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g;

(6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib
memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik
bagi calon advokat yang melakukan magang.

Pasal 30

(1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah
yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

(2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini
wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi
Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan
Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.™

BAB XIlI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan
hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai
berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini;

(2) Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-
Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian,
diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini;

(3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat

" Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I1/2004, Pasal 31 dinyatakan bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan
bersama oleh lkatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat
Indonesia (AAl), lkatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI),
Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat
Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia
(AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan
Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI);

(4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya
Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

Pasal 33

Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat
yang telah ditetapkan oleh lkatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi
Advokat Indonesia (AAl), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI),
Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara
Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23
Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis
mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru
yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

BAB XIlII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti
dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan
Undang-Undang ini.

Pasal 35

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka:

1. Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie
in Indonesie (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185
sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya;

2. Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren
dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 Nomor
8);

3. Bevoegdheid departement hoofd in burgelijke zaken van land (Stb.
1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan

4. Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 Nomor 522).
dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 36

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia

Telah sah
pada tanggal 5 April 2003

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 49
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ADVOKAT

. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara
tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum
menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan
hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga
menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam wusaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas,
mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga
peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa
hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya
keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan,
termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental
mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan
merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi
manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar
pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat
sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan
hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka
dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun
dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi
sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum
nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam
penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kendati keberadaan dan fungsi Advokat sudah berkembang sebagaimana
dikemukakan, peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi Advokat
sampai saat dibentuknya Undang-undang ini masih berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan dalam
Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb.
1847 : 23 jo. Stb. 1848 : 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan
penambahannya kemudian, Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke
Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 : 8),
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Bevoegdheid departement hoofd in burgelijke zaken van land (Stb. 1910 : 446 jo. Stb.
1922 : 523), dan Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 : 522).

Untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang
sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, serta sekaligus
untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam
kehidupan masyarakat, maka dibentuk Undang-Undang ini sebagaimana diamanatkan
pula dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Dalam Undang-undang ini diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting
yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan
dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan
penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di
masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan
tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan
serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum”
adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum
militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di Indonesia” adalah bahwa
pada waktu seseorang diangkat sebagai advokat, orang tersebut harus
bertempat tinggal di Indonesia. Persyaratan tersebut tidak mengurangi
kebebasan seseorang setelah diangkat sebagai advokat untuk
bertempat tinggal dimanapun.

Huruf ¢
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Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” dan “pejabat negara”, adalah
pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan
“pejabat negara’” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:
a. Pegawai Negeri Sipil;

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

¢. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa Pejabat Negara terdiri dari:

a. Presiden dan Wakil Presiden;

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah
Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan
Peradilan;

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;

Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penubh;
Gubernur dan Wakil Gubernur;

j.  Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan

k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

ono

T o

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ mencakup Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “Organisasi Advokat” dalam ayat ini adalah
Organisasi Advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat
(4) Undang-undang ini.

Huruf g
Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman
praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam
menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat
diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat. Magang
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tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting
bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-
kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah
Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang
mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam
menegakkan hukum dan keadilan.

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah sebagaimana dirumuskan dalam
penjelasan Pasal 14.

Ayat (2)
Dalam hal Advokat membuka atau pindah kantor dalam suatu wilayah negara

Republik Indonesia, Advokat wajib memberitahukan kepada Pengadilan
Negeri, Organisasi Advokat, dan Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Ketentuan dalam huruf c ini, berlaku bagi Advokat baik di dalam maupun di
luar Pengadilan. Hal ini, sebagai konsekuensi status advokat sebagai penegak
hukum, di manapun berada harus menunjukkan sikap hormat terhadap
hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
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Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penegak hukum lainnya” adalah Pengadilan Tinggi
untuk semua lingkungan peradilan, Kejaksaan, dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan
Advokat.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Advokat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “bebas’” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa
rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan
tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 15

Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam menjalankan tugas
profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam
mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan ‘“iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi
tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang
dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap
tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi hak dan hubungan perdata
Advokat tersebut dengan kantornya.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.
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Yang dimaksud dengan “hukum asing” adalah hukum dari negara asalnya
dan/atau hukum internasional di bidang bisnis dan arbitrase.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” antara lain ahli agama dan/atau

ahli etika.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah pengurus partai

politik.

Pasal 29

Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.
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LAMPIRAN
PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 2 ayat (1)

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Nomor 95/PUU-XIV/2016, MK
memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Advokat
sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan a quo telah
ternyata bahwa maksud para Pemohon adalah agar perguruan tinggi hukum diberikan
kewenangan untuk menyelenggarakan PKPA bekerja sama dengan organisasi profesi
advokat.

[3.12] Menimbang bahwa mengingat terdapat kesamaan substansi dalam permohonan a
quo dengan substansi permohonan Nomor 103/PUU-XI/2013 yang telah diputus oleh
Mahkamah maka terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah perlu mengutip Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013, bertanggal 14 September 2014, yang telah
memberikan pertimbangan antara lain:

“a bahwa, peranan wadah tunggal Organisasi Advokat sama sekali tidak menghalangi
hak untuk mendapatkan pendidikan serta kepastian dan perlakuan yang sama  dihadapan
hukum dalam menyelenggarakan PKPA. Maksud dibentuknya organisasi advokat adalah
untuk memberikan pengayoman, pembinaan, dan pendidikan profesi advokat kepada para
anggotanya agar mampu menguasai disiplin hukum, materi hukum, berpraktik sebagai
advokat yang berkualitas dan profesional serta memberikan perlindungan dan/atau sanksi
kepada para anggotanya dalam hal terjadi pelanggaran kode etik profesi;

Bahwa oleh karena organisasi advokat bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi
advokat maka organisasi advokat harus mampu menentukan dan mengatur bagaimana
merekrut calon anggotanya, mulai dari latar belakang, ilmu pengetahuan yang dimiliki,
pendidikan yang harus diikuti, menjalankan ujian yang baik, serta program magang agar
calon advokat berkesempatan dibimbing, dilatih, dan praktik supaya menjadi insan
profesional sebagai implementasi ilmu pengetahuan yang telah dikuasainya. Dengan adanya
persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon advokat melalui organisasi advokat untuk
melaksanakan pendidikan dan ujian serta pengangkatan dan pelantikan advokat
merupakan perwujudan untuk peningkatan kualitas profesi advokat yang menjalankan
profesi mulia (officium nobile), yang pada akhirnya ke depan para Advokat dapat
membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat dalam peranannya pada proses
penegakan hukum di Indonesia;

Bahwa pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, menurut
Mahkamah merupakan norma yang mengatur mengenai salah satu syarat untuk menjadi
advokat yang harus telah mengikuti PKPA yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat
sebagai satu-satunya wadah profesi advokat dalam rangka meningkatkan kualitas profesi
advokat. Ketentuan tersebut justru diperlukan guna memberikan kepastian terhadap
kualifikasi calon advokat yang harus mengikuti pendidikan calon advokat di bawah kontrol
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dan supervisi dari organisasi advokat. Hal itu tidak berarti terdapat larangan bagi badan
hukum atau organisasi lain selain Peradi untuk menyelenggarakan pendidikan profesi
advokat sebagaimana yang telah diselenggarakan oleh Pemohon. Hanya saja,
penyelenggaraan tersebut harus tetap berada di bawah kontrol dari organisasi advokat
yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk mengangkat, mengawasi, dan
memberhentikan advokat”.

Dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 103/PUU-X1/2013 di atas Mahkamah telah menegaskan pendiriannya
bahwa yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat. Namun dengan
pertimbangan tersebut tidak berarti bahwa organisasi advokat dapat menyelenggarakan
PKPA dengan mengabaikan standar dan kaidah-kaidah yang lazim berlaku di dunia
pendidikan dengan memberikan penekanan pada aspek keahlian dan keterampilan
profesional.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan PKPA dimaksud harus terdapat standar mutu
dan target capaian tingkat keahlian/keterampilan tertentu dalam kurikulum PKPA. Dalam
kaitan inilah kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu
hukum atau sekolah tinggi hukum menjadi penting. Sebab berbicara pendidikan,
terminologi yang melekat dalam istilah PKPA tersebut, secara implisit mengisyaratkan
bahwa PKPA harus memenuhi kualifikasi pedagogi yang lazimnya sebagaimana
dituangkan < dalam  kurikulum. Oleh karena itu, organisasi advokat dalam
menyelenggarakan PKPA harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki
program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum dengan kurikulum yang
menekankan pada kualifikasi aspek keahlian atau keprofesian. Keharusan tersebut
didasarkan pada argumentasi bahwa standardisasi pendidikan termasuk pendidikan
profesi akan terjaga kualitasnya sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Advokat
[vide Pasal 28 ayat (1) UU Advokat] dan sejalan dengan semangat Pasal 31 UUD 1945.
Untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan standar yang lazim digunakan dalam
pendidikan keprofesian. Oleh karena itu, organisasi ~advokat tetap sebagai
penyelenggara PKPA dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang
fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal
terakreditasi B.

Bahwa hak organisasi advokat menyelenggarakan PKPA didasarkan pada Pasal 28
ayat (1) UU Advokat yang pada intinya menegaskan bahwa Organisasi Advokat dibentuk
dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Penegasan
maksud dan tujuan tersebut telah pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 066/PUU-I1/2004. Hal tersebut menjadi pembeda antara profesi Advokat dengan
profesi lainnya sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon yang berpandangan
bahwa seharusnya PKPA adalah pendidikan yang masuk dalam kategori pendidikan
formal yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah untuk menjaga peran dan fungsi Advokat
sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan
UU Advokat, maka penyelenggaraan PKPA memang seharusnya diselenggarakan oleh
organisasi atau wadah profesi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan
perguruan tinggi hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon
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berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat beralasan menurut hukum untuk
sebagian.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai
konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf f UU A dvokat, Mahkamah berpendapat bahwa
oleh karena kewenangan untuk menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat,
sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraph [3.12] dan ujian yang dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat tersebut adalah ujian yang berkenaan dengan profesi,
maka sebagai organisasi profesi, organisasi advokatlah yang berhak untuk
menyelengarakan ujian dimaksud. Dengan demikian dalil para Pemohon sepanjang
berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat adalah tidak beralasan menurut
hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Mahkamah telah
menerima  surat dari  Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor
581/DPN/PERADI/XI/2016, bertanggal 1 November 2016, yang ditandatangani oleh Dr. H.
Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. yang pada
pokoknya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai Pihak Terkait. Oleh karena
pemeriksaan perkara a quo berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 14
November 2016 telah diputuskan untuk tidak dilanjutkan sampai ke tahap pemeriksaan
persidangan maka terhadap permohonan tersebut tidak dipertimbangkan.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah
berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
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Pasal 4 ayat (1)

Dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XI1/2014 dan Putusan MK Nomor 36/PUU-XII/2015, MK
memberikan pertimbangan hukum terhadap Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa
“di sidang terbuka Pengadilan Tinggi” sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa “di
sidang terbuka Pengadilan Tinggi”, dalam perkara-perkara sebelumnya, telah dimohonkan
pengujian oleh para advokat dari KAl dengan alasan yang sama dengan permohonan
dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Agung telah menghalangi
hak konstitusional para advokat tersebut untuk beracara di pengadilan karena Pengadilan
Tinggi tidak bersedia menyumpah calon advokat yang berasal dari KAI;

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah telah memutus dalam Putusan Nomor
71/PUU-VIII/2010, bertanggal 27 Juni 2011 dan Putusan Nomor 79/PUU- VIll/2010,
bertanggal 27 Juni 2011 yang pertimbangan hukum kedua putusan tersebut mengacu
pada pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah dalam Putusan Nomor
101/PUU-VII/2009 a quo yang antara lain menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang
terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa
“Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para
Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan
Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua)
tahun sejak amar putusan ini diucapkan”;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK juncto Pasal 42 ayat (1)
PMK 06/2005 dan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005,
pengujian terhadap Pasal 4 ayat (1) UU Advokat seharusnya tidak dapat diajukan
permohonan lagi, sebab pada hakikatnya diajukan berdasarkan alasan pokok yang sama
dan materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian juga sama dengan
permohonan sebelumnya. Namun, dengan mendasarkan pada: (1) petitum para
Pemohon yang juga memohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono); (2) permohonan dan fakta persidangan bahwa pasca
Putusan Nomor 101/PUU- VII/2009 a quo, hingga saat ini, para Pemohon selaku advokat
dari KAI tidak dapat beracara di pengadilan karena Pengadilan Tinggi tidak bersedia
menyumpah advokat dari KAI; (3) fakta persidangan bahwa Mahkamah Agung bersifat
tidak berpihak dan tidak dalam posisi mengakui atau tidak mengakui kedua organisasi
yang bertikai (PERADI dan KAI), bahkan Mahkamah Agung juga tidak
mempermasalahkan jika tidak berwenang menyumpah advokat; (4) tenggat waktu 2
(dua) tahun sebagaimana amar Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 telah terlewati dan
tetap terdapat kebuntuan konstitusionalitas yang sangat merugikan para Pemohon
khususnya, dan pada umumnya para Advokat yang tidak dapat disumpah; (5) Mahkamah
sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan serta sebagai satu-satunya lembaga peradilan
yang berwenang menegakkan dan menafsir konstitusi dalam rangka melindungi dan
menjamin hak-hak konstitusional warga negara; (6) penegakan hukum tidak hanya
ditujukan untuk menjamin terpenuhinya keadilan, terlaksananya kepastian hukum,
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namun termasuk pula menghadirkan kemanfaatan (kemaslahatan); maka Mahkamah
perlu mempertimbangkan lebih lanjut perkara a quo, sebagai berikut:

a. bahwa para Pemohon berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya [vide Pasal 28A UUD 1945] dengan bekerja sebagai advokat; berhak
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,
dan negaranya [vide Pasal 28C ayat (2) UUD 1945] melalui pengajuan permohonan a
quo; berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]
untuk dapat beracara di pengadilan; berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan
dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [vide Pasal 28D ayat (2)
UUD 1945] dengan menjadi advokat; berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan [vide Pasal 28D ayat (3) UUD 1945] dengan menjadi advokat
sebagai salah satu pelaku penegakan hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin
oleh hukum dan perundang-undangan [vide Pasal5 ayat (1) UU Advokat]; berhak
atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya [vide Pasal
28G ayat (1) UUD 1945] dengan diakui serta disumpahnya mereka sebagai advokat;

b. bahwa, sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam putusan- putusan
sebelumnya, wadah tunggal advokat yaitu PERADI, adalah konstitusional. Namun,
sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk
melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1) UU Advokat],
pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat], pengangkatan
Advokat [Pasal 2 ayat (2) UU Advokat], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1) UU
Advokat], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1) UU Advokat],
membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1) UU Advokat], melakukan
pengawasan [Pasal 12 ayat (1) UU Advokat], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9
ayat (1) UU Advokat] (vide Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011),
PERADI tidak memiliki wewenang untuk menyumpah calon Advokat. Meskipun
Mahkamah Agung dalam persidangan perkara a quo telah menyatakan tidak
masalah jika pengambilan sumpah tidak harus dilakukan di hadapan sidang
Pengadilan Tinggi karena Mahkamah Agung bersifat tidak berpihak dan
penyumpahan diserahkan kepada profesi Advokat itu sendiri, Mahkamah tetap
mengacu dan konsisten pada pertimbangan hukum Putusan Nomor 101/PUU-
VII/2009 a quo yang menjadi landasan hukum pentingnya penyumpahan calon
advokat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, antara lain, karena profesi Advokat telah
diposisikan secara formal sebagai penegak hukum (vide Pasal 5 UU Advokat) dan
dalam rangka melindungi para klien dari kemungkinan penyalahgunaan profesi
Advokat. Selain itu, penyumpahan calon advokat oleh Pengadilan Tinggi adalah guna
melindungi kemuliaan profesi advokat itu sendiri, sebagaimana nilai penting perihal
pelantikan advokat tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan
Nomor 103/PUU-XI/2013, bertanggal 11 September 2014, pada paragraf [3.16] yang
menyatakan bahwa “...pengangkatan dan pelantikan advokat merupakan perwujudan
untuk peningkatan kualitas profesi advokat yang menjalankan profesi mulia (officium
nobile), yang pada akhirnya ke depan para Advokat dapat membangun keadilan di
tengah-tengah masyarakat dalam peranannya pada proses penegakan hukum di
Indonesia...”, sehingga ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat
tersebut adalah konstitusional; Bahwa dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009
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tersebut pula, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan para
Advokat sebelum menjalankan profesinya harus mengambil sumpah sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, tidak boleh menimbulkan hambatan bagi
para advokat untuk bekerja atau menjalankan profesinya yang dijamin oleh UUD
1945. Oleh karenanya, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum tersebut,
Amar Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 menyatakan, Pengadilan Tinggi atas perintah
Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan
profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada
saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan
tersebut diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan apabila setelah jangka
waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1)
UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat
yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;

c. bahwa, meskipun pasca Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 a quo telah ada piagam
perdamaian/nota kesepahaman antara PERADI dan KAl bertanggal 24 Juni 2010 yang
piagam tersebut juga diketahui dan ditandatangani pula oleh Ketua Mahkamah
Agung saat itu, Dr. H. Arifin A. Tumpa, S.H., M.H. dan proses penandatanganan
piagam tersebut dihadiri dan diketahui pula oleh Menteri Hukum dan HAM saat itu,
Patrialis Akbar (vide alat bukti tertulis bertanda PT-8 dan PT-10) yang menandai
bersatunya para advokat dalam satu wadah organisasi, namun para Pemohon pada
faktanya masih mengalami kesulitan beracara di pengadilan karena Pengadilan
Tinggi tidak bersedia menyumpah para advokat yang bukan berasal dari PERADI;

Terhadap permasalahan tersebut, dengan mendasarkan pada pernyataan
Mahkamah Agung dalam persidangan perkara a quo yang menyatakan tidak ingin
lagi terseret pada konflik serta tidak dalam posisi mengakui atau tidak mengakui
kedua organisasi (PERADI dan KAI) yang bertikai, Mahkamah berpendapat, demi
terwujudnya asas kemanfaatan (kemaslahatan) hukum dan terjaminnya asas
keadilan serta terlaksananya asas kepastian hukum khususnya bagi para calon
advokat, bahwa dengan telah lewatnya masa dua tahun sebagaimana amar putusan
Mahkamah dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII[2009, Mahkamah perlu memperkuat
kembali amar putusan tersebut dan mempedomani kembali ketentuan Pasal 4 ayat
(1) UU Advokat sebagaimana telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor
101/PUU-VI11/2009 a quo, yaitu bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa “di
sidang terbuka Pengadilan Tinggi” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak
dimaknai “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah
bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan
keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada” dan
Mahkamah tidak perlu lagi memberikan jangka waktu penyelesaian konflik internal
organisasi advokat yang terus muncul karena pada dasarnya persoalan eksistensi
kepengurusan yang sah dari lembaga advokat tersebut adalah menjadi tanggung
jawab sepenuhnya dari lembaga tersebut selaku organisasi yang bebas dan mandiri
yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi
advokat [vide Pasal 28 ayat (1) UU Advokat] yang dapat dimaknai pula bahwa nilai
profesionalitas tersebut mencakup pula kemampuan para advokat untuk
menyelesaikan konflik internal lembaga tersebut. Dalam kaitannya untuk
mewujudkan asas kemanfaatan hukum, keharusan mengambil sumpah para advokat
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oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat
yang pada saat ini secara de facto ada, adalah supaya tidak mengganggu proses
pencarian keadilan (access to justice) bagi masyarakat yang membutuhkan jasa
advokat dan tidak pula menghalang-halangi hak konstitusional para advokat
sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.14] huruf a di atas. Selain itu, yang
dimaksud dengan frasa “Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada”
dalam Putusan Nomor 101/PUU- VII/2009 di atas, konteksnya adalah merujuk pada
Organisasi PERADI dan KAI;

d. bahwa Mahkamah Agung menegaskan tidak memiliki kepentingan untuk
mempertahankan pasal mengenai advokat tergabung dalam wadah tunggal
(singlebar) atau multibar dan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada
Mahkamah. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat, meskipun pada
pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan sebelumnya pada pokoknya
menyatakan bahwa wadah tunggal organisasi adalah konstitusional, namun hal
tersebut esensinya menjadi bagian dari kebijakan hukum yang terbuka yang menjadi
kewenangan bagi pembentuk Undang- Undang (Presiden dan DPR) beserta
pemangku kepentingan (para advokat dan organisasi advokat) untuk menentukan
apakah selamanya organisasi advokat akan menjadi organisasi tunggal atau berubah
menjadi multi organ. Oleh karenanya, masih terdapat upaya hukum lainnya yaitu
melalui proses legislative review yang juga menjadi bagian dari tindakan
konstitusional yang dapat dilakukan oleh para advokat untuk menentukan solusi
yang terbaik bagi eksistensi organisasi advokat serta untuk menjamin dan
melindungi hak-hak konstitusional para advokat dalam menjalankan profesinya;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah
berpendapat, permohonan para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU
Advokat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi” UU Advokat adalah
beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon khususnya Pasal 4 ayat (3) UU Advokat
yang meminta Mahkamah menyatakan sepanjang frasa “oleh Panitera Pengadilan Tinggi
yang bersangkutan” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas
yang pada pokoknya menyatakan permohonan para Pemohon terhadap Pasal 4 ayat (1)
UU Advokat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi” adalah beralasan
menurut hukum maka dengan sendirinya tindakan yang dilaksanakan oileh Panitera
Pengadilan Tinggi sebagai tindak lanjut dari proses pengambilan sumpah Advokat di
sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya adalah menyesuaikan
dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang menjadi landasan hukum bagi
dilaksanakannya tugas Panitera Pengadilan Tinggi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU
Advokat. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tentang Pasal 4 (3)
UU Advokat sepanjang frasa “oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan” adalah
tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah
berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk
sebagian.

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI |35



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

PERLAK UU/PUSPANLAK UU 2023

|36




PERLAK UU/PUSPANLAK UU 20

23

Pasal 4 ayat (1)

Dalam Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009, MK memberikan pertimbangan hukum
terhadap Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon beserta
alat bukti tulis maupun ahli yang diajukan, keterangan Pemerintah, dan keterangan Pihak
Terkait, serta kesimpulan tertulis para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai
berikut:

a.

Bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah apakah norma hukum
yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD
1945, dan dari isu hukum utama tersebut melahirkan dua pertanyaan hukum, yaitu 1)
apakah keharusan para Advokat mengambil sumpah sebelum menjalankan
profesinya konstitusional; dan 2) apakah keharusan bersumpah di depan sidang
Pengadilan Tinggi konstitusional;

Bahwa sebelum mempertimbangkan isu hukum yang kemudian diderivasi menjadi
dua pertanyaan hukum tersebut di atas, Mahkamah lebih dahulu akan
mengemukakan hal-hal berikut:

1) UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
telah memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara hak untuk
bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) juncto
Pasal 28D ayat (2)]; hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan
kehidupannya (Pasal 28A); hak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya [Pasal 28C ayat (1)]; serta hak atas perlindungan dan jaminan
kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1)]. Oleh karena itu, tidak boleh ada
ketentuan hukum yang berada di bawah UUD 1945 yang langsung atau tidak
langsung menegasi hak untuk bekerja yang dijamin oleh Konstitusi tersebut atau
memuat hambatan bagi seseorang untuk bekerja, apa pun bidang pekerjaan
dan/atau profesi pekerjaannya, agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang
layak bagi kemanusiaan;

2) Pasal 1 angka 1 UU Advokat menyatakan, “Advokat adalah orang yang berprofesi
memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi
persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya Pasal 3 ayat
(1) UU Advokat menentukan 9 (sembilan) persyaratan untuk dapat diangkat
menjadi Advokat, sedangkan Pasal 3 ayat (2) menyatakan, “Advokat yang telah
diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai
dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.
Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai
penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan
perundang- undangan;

3) Dengan demikian, seseorang yang menjadi Advokat pada dasarnya adalah untuk
memenuhi haknya sebagai warga negara untuk bekerja dan memenubhi
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kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta yang bersangkutan sudah dapat
menjalankan profesi pekerjaannya setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh Pasal 3 ayat (1) UU Advokat [Pasal 3 ayat (2) UU Advokat];

4) Mengenai sumpah atau janji yang harus ducapkan dan/atau diikrarkan oleh
seseorang yang akan menjalankan pekerjaan, jabatan, dan/atau suatu profesi
tertentu merupakan hal yang lazim dalam suatu organisasi atau institusi yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi organisasi/institusi
yang bersangkutan dan/atau peraturan perundang- undangan yang berlaku;

c¢. Bahwa terkait dengan dua isu hukum yang kemudian diderivasi menjadi dua
pertanyaan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1) Keharusan bagi Advokat mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya
merupakan kelaziman dalam organisasi dan suatu jabatan/ pekerjaan profesi yang
tidak ada kaitannya dengan masalah konstitusionalitas suatu norma in casu
norma hukum yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak bertentangan dengan
UUD 1945;

2) Ketentuan bahwa pengambilan sumpah bagi Advokat harus di sidang terbuka
Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya merupakan pelanjutan dari ketentuan
yang berlaku sebelum lahirnya UU Advokat yang memang pengangkatannya
dilakukan oleh Pemerintah in casu Menteri Kehakiman/Menteri Hukum dan HAM.
Setelah lahirnya UU Advokat yang menentukan bahwa pengangkatan Advokat
dilakukan oleh Organisasi Advokat [vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat], bukan lagi
oleh Pemerintah, memang seolah-olah pengambilan sumpah yang harus
dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak
lagi ada rasionalitasnya. Akan tetapi, mengingat bahwa profesi Advokat telah
diposisikan secara formal sebagai penegak hukum (vide Pasal 5 UU Advokat) dan
dalam rangka melindungi para klien dari kemungkinan penyalahgunaan profesi
Advokat, maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat
tersebut juga konstitusional;

3) Meskipun demikian, ketentuan yang mewajibkan para Advokat sebelum
menjalankan profesinya harus mengambil sumpah sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, tidak boleh  menimbulkan hambatan bagi para
advokat untuk bekerja atau menjalankan profesinya yang dijamin oleh UUD 1945.
Lagi pula Pasal 3 ayat (2) UU Advokat secara expressis verbis telah menyatakan
bahwa Advokat yang telah diangkat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan
oleh UU Advokat dapat menjalankan praktiknya sesuai dengan bidang-bidang
yang dipilih;

d. Bahwa dengan demikian, keharusan bagi Advokat untuk mengambil sumpah
sebelum menjalankan profesinya tidak ada kaitannya dengan persoalan
konstitusionalitas norma, demikian juga mengenai keharusan bahwa pengambilan

sumpah itu harus dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili
hukumnya, sepanjang ketentuan dimaksud tidak menegasi hak warga negara in casu
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para calon Advokat untuk bekerja yang dijamin oleh UUD 1945;

e. Bahwa terjadinya hambatan yang dialami oleh para Pemohon untuk bekerja dalam
profesi Advokat pada dasarnya bukan karena adanya norma hukum yang terkandung
dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, melainkan disebabkan oleh penerapan norma
dimaksud sebagai akibat adanya Surat Mahkamah Agung yang melarang Pengadilan
Tinggi mengambil sumpah para calon Advokat sebelum organisasi advokat bersatu;

f. Bahwa penyelenggaran sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah
bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum
dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang
diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak
menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga
mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah
profesi Advokat, sehingga para Advokat dan organisasi-organisasi Advokat yang saat
ini secara de facto ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres
Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya Organisasi Advokat
sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat;

g. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah
konstitusional sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili
hukumnya” harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-
Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan
adanya dua organisasi Advokat yang secara de facto ada dan sama-sama mengklaim
sebagai organisasi Advokat yang sah menurut UU Advokat;

h. Bahwa untuk mendorong terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-
satunya wadah profesi Advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU
Advokat, maka kewajiban Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap
para calon Advokat tanpa memperhatikan Organisasi Advokat yang saat ini secara de
facto ada sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.14] huruf g di atas yang hanya
bersifat sementara untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sampai terbentuknya
Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat melalui
kongres para Advokat yang diselenggarakan bersama oleh organisasi advokat yang
secara de facto saat ini ada;

i. Bahwa apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana
dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan
tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;
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Pasal 16

Dalam Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013, MK memberikan pertimbangan hukum
terhadap Pasal 16 sebagai berikut:

[3.19] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 16 UU 18/2003 hanya
memberikan perlindungan kepada advokat untuk tidak dapat dituntut secara perdata
maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk
kepentingan klien di dalam persidangan padahal pemberian jasa hukum oleh advokat
juga dilaksanakan di luar pengadilan. Terhadap dalil tersebut Mahkamah dalam Putusan
Nomor 006/PUU-11/2004, tanggal 13 Desember 2004, antara lain, mempertimbangkan,
“UU 18/2003 adalah Undang-Undang adalah  Undang- Undang Advokat yaitu Undang-
Undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi
profesi advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat
dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu,
tujuan Undang- Undang advokat, di samping melindungi advokat sebagai organisasi profesi,
yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi
syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat”. Pasal
16 UU 18/2003 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan
advokat sebagai profesi dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan
berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Perlindungan
tersebut, antara lain, berupa tidak dapat dituntutnya advokat baik secara perdata
maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk
kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 18/2003 menyatakan, “Advokat adalah orang
yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.  Pengertian jasa
hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum,
bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan
tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien [vide Pasal 1 angka 2 UU 18/2003].
Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, peran advokat berupa pemberian
konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,
membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat
dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat di luar pengadilan
tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta
pembaruan hukum nasional, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar
pengadilan;

[3.20] Menimbang bahwa selain advokat, pemberian jasa hukum juga dilakukan oleh
Pemberi Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248, selanjutnya disebut
UU 16/2011) menyatakan, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi
Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Pemberi Bantuan
Hukum berdasarkan UU 16/2011 adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi
kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini
[vide Pasal 1 angka 3 UU 16/2011]. Persyaratan lebih lanjut mengenai Pemberi Bantuan
Hukum diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 16/2011;
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Bahwa pembentukan UU 16/2011 merupakan upaya negara untuk memenuhi dan
sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta
menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to
justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Dengan demikian UU
16/2011 menjamin hak semua orang untuk memperoleh perlindungan hukum, yang salah
satu bentuk perlindungan hukum bagi semua orang adalah dengan memberikan
perlindungan hukum bagi Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11
UU 16/2011 yang menyatakan, “Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara
perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung
jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan
sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau
Kode Etik Advokat”. Terhadap Pasal 11 UU 16/2011 tersebut, Mahkamah dalam Putusan
Nomor 88/PUU-X/2012, tanggal 19 Desember 2013 telah memberikan pertimbangan
mengenai siapa yang dimaksud dengan Pemberi Bantuan Hukum yang tidak dapat
dituntut secara perdata dan pidana dalam memberikan bantuan hukum, yang dalam
paragraf [3.11.9], antara lain, mempertimbangkan,

“..menurut Mahkamah, yang menjadi subjek yang mendapatkan jaminan
perlindungan hukum dengan hak imunitas dalam menjalankan tugasnya memberi
bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum ditujukan kepada baik pemberi bantuan
hukum yang berprofesi sebagai advokat maupun bukan advokat (lembaga bantuan
hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum). Hal
demikian adalah wajar agar baik advokat maupun bukan advokat dalam
menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dapat dengan bebas tanpa
ketakutan dan kekhawatiran...”.

Berdasarkan hal tersebut, yang tidak dapat dituntut secara perdata maupun
pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang
dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan adalah Pemberi
Bantuan Hukum yang berprofesi sebagai advokat maupun bukan advokat dengan tujuan
agar Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum
dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan  hukum di  atas, menurut
Mahkamah, antara UU 18/2003 dengan UU 16/2011 terdapat perbedaan mengenai
perlindungan advokat dan Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan profesinya.
Perbedaan dimaksud telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara advokat dan
Pemberi Bantuan Hukum yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum yang adil
diantara kedua profesi tersebut. Keadaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum”; yang juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana
diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah,
untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, bersamaan dengan itu
dimaksudkan pula untuk mewujudkan keadilan bagi kedua profesi tersebut, Mahkamah
perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 harus dimaknai advokat tidak
dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya
dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang
pengadilan;
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[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,

permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.
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Pasal 28 ayat (3)

Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022, MK memberikan pertimbangan hukum
terhadap Pasal 28 ayat (3) UU Advokat sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan
Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, masalah
konstitusional yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah ketiadaan pembatasan
masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003
bertentangan dengan UUD 1945. Persoalan tersebut menjadi sangat relevan karena
selama ini pengaturan berkenaan dengan masa jabatan pimpinan suatu organisasi
advokat hanya diatur atau didasarkan AD/ART organisasi advokat. Sebagaimana
didalilkan Pemohon, sebagai organisasi penegak hukum yang mempunyai kedudukan
setara dengan penegak hukum lainnya dalam desain besar penegakan hukum di
Indonesia, pembatasan masa jabatan pimpinan menjadi sesuatu yang mendasar dalam
menjaga eksistensi organisasi advokat.

[3.13] Menimbang bahwa pada prinsipnya advokat bertatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003. Secara doktrinal penegak
hukum merupakan aparat yang berhubungan, salah satunya dengan masalah peradilan
(litigasi). Dalam menciptakan sistem peradilan yang mengedepankan supremasi hukum
dan hak asasi manusia, selain unsur penegak hukum lainnya, diperlukan campur tangan
dan pengaruh dari luar yaitu profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung
jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian
hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan,
dan hak asasi manusia (vide konsiderans Menimbang UU 18/2003). Artinya, usaha
mewujudkan tegaknya prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara, advokat memiliki peran dan fungsi yang sama dengan lembaga peradilan
dan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Sehubungan
dengan posisi itu, Mahkamah telah pernah mempertimbangkan dan memutus
bagaimana sejatinya posisi advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum. Dalam hal
ini, paling tidak, ihwal kelindan advokat dengan penegak hukum lainnya dapat ditelusuri
dari pertimbangan hukum yang termaktub dalam halaman 57 angka 4 Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 yang menyatakan, “Ketentuan Pasal 5
ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum
yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan
hukum dan keadilan...”. Selanjutnya, pertimbangan hukum putusan Mahkamah a quo
menegaskan, “advokat mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya”,
tetap terkait erat dengan penegak hukum lainnya, antara lain seperti hakim, polisi dan
jaksa, dalam rangka menjaga dan menjamin terciptanya kepastian hukum bagi semua
pencari keadilan untuk mewujudkan supremasi hukum dan keadilan”.

[3.14] Menimbang bahwa sebagai sebuah organisasi yang berkaitan dengan penegakan
hukum, adovat merupakan profesi mulia (officium nobile). Sebagai sebuah organisasi
profesi, Louis Dembitz Brandeis, advokat terkemuka dan pernah menjadi Hakim Agung
Amerika Serikat (1916-1939) mengemukakan bahwa sebuah perkerjaan dapat dikatakan
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sebagai profesi apabila memiliki ciri-ciri pengetahuan; diabadikan untuk kepentingan
orang lain; keberhasilan bukan didasarkan pada keuntungan finansial; didukung oleh
adanya organisasi profesi; dan adanya standar kualifikasi profesi. Dari kesemua ciri yang
harus dimiliki tersebut, organisasi profesi merupakan salah satu pilar penopang
keberadaan sebuah profesi. Keberadaan organisasi profesi bagi sebuah profesi sangat
dibutuhkan karena organisasi profesi akan melaksanakan sejumlah fungsi seperti fungsi
menetapkan kode etik profesi. Fungsi menetapkan kode etik profesi merupakan sebuah
fungsi membentuk norma etika yang akan berlaku bagi seluruh anggota organisasi
profesi. Selain fungsi menetapkan kode etik, umumnya organisasi juga melaksanakan
fungsi penegakan kode etik bagi anggota-anggotanya.

Tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya, ciri-ciri yang sama juga berlaku
bagi organisasi advokat sebagai sebuah organisasi profesi. Sebagai sebuah profesi, para
advokat juga tergabung dalam organisasi advokat yang melaksanakan fungsi
membentuk kode etik, menegakkan kode etik dan fungsi lain seperti menyelesaikan
masalah-masalah profesi, membela hak-hak anggota dan juga sebagai sarana saling
berbagi informasi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesi. Jika dikaitkan
dengan substansi yang diatur dalam UU 18/2003, dapat dipahami organisasi advokat
sebagai sebuah organisasi profesi juga merujuk pada kerangka organisasi profesi
dimaksud. Dalam hal ini, organisasi advokat diberi tugas dan fungsi untuk menyusun
kode etik dan pada saat yang sama, organisasi profesi juga melaksanakan fungsi
pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik profesi. Fungsi organisasi profesi dimaksud
harus dilaksanakan secara profesional. Sebab, sebuah organisasi profesi menuntut segala
aspek yang berkenaan dengan profesi, termasuk pengelolaan organisasi secara
profesional. Sejalan dengan itu, organisasi profesi harus dijauhkan dari segala praktik
pengelolaan yang dapat meruntuhkan kewibawaan organisasi di mata para anggota
penyandang profesi. Bagaimana pun, wibawa organisasi profesi menjadi sangat penting
agar organisasi profesi tetap solid dan memiliki semangat yang sama dalam mematuhi
dan melaksanakan etika profesi yang telah disepakati bersama.

Berkenaan dengan pertimbangan di atas, bagaimana agar organisasi profesi tetap
profesional, berwibawa dan terjaga soliditasnya. Salah satu cara yang paling umum
adalah keharusan diterapkannya prinsip tata kelola organisasi profesi yang baik. Di
antara prinsip tata-kelola organisasi dimaksud adalah adanya partisipasi anggota, yaitu
organisasi profesi memberikan ruang yang sama bagi semua anggota profesi untuk
terlibat dalam mengelola dan berperan dalam organisasi profesi. Partisipasi anggota
dalam pengelolaan organisasi mengharuskan praktik dominasi dalam organisasi untuk
dicegah sedemikian rupa. Pada posisi demikian, partisipasi anggota tanpa dominasi
dimaksud mengharuskan organisasi profesi untuk mengatur pembatasan terhadap
pemegang kekuasaan organisasi profesi. Dalam hal ini, advokat sebagai penegak hukum
sudah seharusnyalah memiliki tata kelola organisasi yang dapat mencegah adanya
dominasi individu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak
dipahami: power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Oleh karena itu,
perlu dibuka partisipasi anggota yang luas untuk berperan serta dalam pengelolaan
organisasi. Hal demikian dapat mencegah kemungkinan terjadinya potensi
penyalahgunaan yang dapat merusak kewibawaan organisasi profesi, termasuk dalam
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hal ini organisasi profesi advokat.

[3.15] Menimbang bahwa bertolak dari rumusan utuh Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003
pembatasan pimpinan organisasi advokat, yakni hanya berkenaan dengan larangan
rangkap jabatan antara pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai politik, baik
di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Norma Pasal 28 ayat (1) UU 18/2003 tidak
mengatur mengenai pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat karena
ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat dituangkan ke dalam
bagian susunan organisasi advokat yang diatur pada AD/ART organisasi advokat
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003. Dengan konstruksi
norma hukum demikian, masa jabatan dan periodisasi pimpinan organisasi sangat
tergantung dari pengaturan internal organisasi advokat. Oleh karena pengaturan masa
jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan advokat hanya diatur secara internal, in casu
melalui AD/ART, masing- masing organisasi advokat dapat dengan bebas mengaturnya
sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang menjabat sebagai pimpinan
orgasisasi advokat secara berulang-ulang karena tidak adanya pengaturan ihwal batasan
periodisasi masa jabatan di tingkat undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar,
model pengaturan yang demikian dapat menghilangkan kesempatan yang sama bagi
para anggota dalam mengelola organisasi serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan
dalam organisasi advokat. Hal demikian dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang
adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Secara normatif, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 hanya menentukan
pembatasan bahwa pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan
pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dengan batasan
tersebut, apabila seorang pimpinan organisasi advokat melakukan rangkap jabatan
sebagai pimpinan partai politik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Namun demikian, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sama
sekali tidak memuat pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan
organisasi advokat. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, apabila dikaitkan dengan
advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak
hukum lainnya, pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat seharusnya
diatur secara jelas dalam norma undang-undang seperti halnya penegak hukum lainnya,
atau setidak-tidaknya dilakukan rotasi secara periodik (tour of duty) untuk menghindari
penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini, undang-undang seharusnya dapat
memberikan kepastian hukum mengenai pembatasan masa jabatan dan periodisasi
jabatan pimpinan organisasi advokat. Rumusan yang membatasi masa jabatan dan
periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat menjadi salah satu cara untuk
memberikan jaminan kepastian hukum dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan
hukum (equality before the law) bagi semua anggota organisasi advokat yang memenuhi
persyaratan, sehingga dapat membuka kesempatan untuk memenuhi ketentuan dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan
dapat memenuhi salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat

(3) UUD 194s5.

[3.16] Menimbang bahwa pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan
organisasi advokat tidak secara eksplisit diatur dalam UU 18/2003. Dalam hal ini Pasal 28
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ayat (2) UU 18/2003 hanya menyatakan, “Ketentuan mengenai susunan Organisasi
Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga”. Dalam praktik, ketentuan tersebut yang dijadikan sebagai dasar untuk
mengatur perihal susunan organisasi advokat, yang di dalamnya juga diatur mengenai
masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Apabila dibandingkan dengan organisasi
penegak hukum lainnya, pembatasan masa jabatan pimpinan lembaga penegak hukum
dimaksud dibatasi secara jelas oleh norma di tingkat undang-undang atau dilakukan
rotasi secara periodik. Dalam konteks itu, sebagai sebuah organisasi yang diposisikan
sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, menjadi kebutuhan pula untuk mengatur
secara jelas pembatasan masa jabatan termasuk pembatasan periodisasi jabatan
pimpinan organisasi advokat. Oleh sebab itu, dengan adanya pembatasan masa jabatan
dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat dapat memberikan jaminan
terciptanya kepastian hukum dan kesempatan yang sama di hadapan hukum bagi setiap
anggota yang tergabung dalam organisasi advokat. Pembatasan demikian sesuai dengan
semangat pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.

Berkenaan dengan pembatasan masa jabatan dan periodesasi jabatan tersebut,
menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan organisasi advokat adalah 5 (lima) tahun
dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pilihan 5
(lima) tahun tersebut didasarkan kepada praktik pembatasan masa jabatan yang secara
umum digunakan oleh organisasi advokat atau organisasi pada umumnya. Sementara itu,
berkenaan dengan masa jabatan 2 (dua) kali periode tersebut dapat dilakukan secara
berturut-turut atau secara tidak berturut- turut. Dengan diletakkan dalam cara berfikir
demikian, akan menghilangkan atau mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan
dalam tubuh organisasi advokat.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun
norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 hanya membatasi pimpinan organisasi advokat tidak
dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun tingkat
daerah, namun dikarenakan norma a quo merupakan norma yang memberikan
pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat, maka Mahkamah menjadi memiliki
dasar yang kuat untuk menambahkan pembatasan lain demi memenuhi tata kelola
organisasi advokat yang baik dan sekaligus memenuhi hak-hak anggota advokat. Oleh
karena itu, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 yang menyatakan, “Pimpinan Organisasi
Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat
mupun di tingkat daerah” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan organisasi advokat memegang
masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam
jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat
dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat
daerah”, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan a quo.

[3.18] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003
inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana dipertimbangkan pada Paragraf [3.17], di
mana secara faktual sangat mungkin terdapat pimpinan organisasi advokat yang sedang
memegang jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) periode sebelum putusan a quo, maka
untuk alasan kepastian hukum dan tidak menimbulkan persoalan dalam organisasi
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advokat, pimpinan organisasi advokat yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya
hingga berakhir masa jabatannya dan selanjutnya pengisian masa jabatan pimpinan
organisasi advokat disesuaikan dengan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 28 ayat
(3) UU 18/2003 sebagaimana putusan a quo.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas,
menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah
karena tidak ada relevansinya.
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Pasal 31

Dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004, MK memberikan pertimbangan hukum
terhadap Pasal 31 UU Advokat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 sebagai
ketentuan yang sangat diskriminatif, tidak adil, serta merugikan hak-hak konstitusional
Pemohon karena, dengan adanya ketentuan dimaksud, Pemohon tidak dapat lagi
memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk litigasi maupun
non-litigasi. Di samping itu, ketentuan Pasal 31 dimaksud juga telah mengakibatkan
Pemohon tidak mungkin lagi melaksanakan kegiatan pendidikan hukum klinis guna
melatih keterampilan hukum mahasiswa melalui kegiatan praktisi hukum, padahal
berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi hukum hal itu wajib dilaksanakan oleh
penyelenggara pendidikan tinggi hukum. Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 telah pula
mengakibatkan Pemohon tidak mungkin melaksanakan salah satu unsur Tri Dharma
Perguruan Tinggi, dalam hal ini unsur pengabdian pada masyarakat, yang dalam
hubungannya dengan Pemohon unsur pengabdian pada masyarakat tersebut
dilaksanakan sebagai kegiatan pemberian konsultasi, advokasi, dan litigasi terhadap
berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan keadilan. Hal tersebut dikarenakan
Pasal 1 angka 1 dan 2 undang-undang a quo menentukan bahwa “advokat adalah orang
yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”, sedangkan yang
diartikan sebagai jasa hukum adalah “jasa yang diberikan advokat berupa memberikan
konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela,
dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”’;

Menimbang bahwa UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), secara tegas menyatakan
Indonesia adalah negara hukum yang dengan demikian berarti bahwa hak untuk
mendapatkan bantuan hukum, sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap
sebagai hak konstitusional warga negara, kendatipun undang-undang dasar tidak secara
eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin
pemenuhannya;

Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan
bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran
lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat
penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu
untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu,
adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi
terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam
fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum
juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan
kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar
bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan
oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan
juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat, seperti
dikatakan McClymont & Golub, “...university legal aid clinics are now part of the
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educational and legal landscape in most regions of the world. They have already made
contributions to social justice and public service in the developing world, and there are
compelling benefits that recommend their consideration in strategies for legal education
and public interest law...” [vide lebih jauh Mary McClymont & Stephen Golub, Many
Roads to Justice, 2000, hal. 267- 296). Namun, peran demikian menjadi tidak mungkin
lagi dijalankan oleh LKPH UMM atau lembaga-lembaga lain sejenis, sebagaimana telah
ternyata dari pengalaman dan keterangan Para Kuasa Pemohon di hadapan persidangan
tanggal 30 September 2004, dan diperkuat oleh keterangan pihak terkait dari lembaga
Biro Bantuan Hukum Universitas Padjadjaran yaitu Eva Laela, S.H. dan Dedi Gozali, S.H.
pada persidangan tanggal 30 September 2004, yang menyatakan keduanya telah disidik
oleh penyidik dengan sangkaan telah melanggar ketentuan Pasal 31 UU No.18 Tahun
2003, meskipun penyidikan kemudian dihentikan. Namun penghentian penyidikan
tersebut dilakukan bukan karena alasan yang bersangkutan tidak memenuhi unsur-unsur
Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003, melainkan peristiwa yang disangkakan tersebut terjadi
sebelum berlakunya undang-undang a quo;

Menimbang bahwa dalam praktik, rumusan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003
dimaksud bukan hanya mengakibatkan tidak memungkinkan lagi berperannya lembaga-
lembaga sejenis LKPH UMM memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada pihak-
pihak yang kurang mampu, melainkan ketentuan dalam pasal dimaksud juga dapat
mengancam setiap orang yang hanya bermaksud memberikan penjelasan mengenai
suatu persoalan hukum, hal mana dikarenakan pengertian Advokat sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.18 Tahun 2003 adalah “orang yang berprofesi
memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi
persyaratan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini”, sehingga seseorang
yang memberikan penjelasan tentang suatu persoalan hukum kepada seseorang lainnya
dan kemudian sebagai ucapan terima kasih orang yang disebut terdahulu menerima
suatu pemberian, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai honorarium oleh pihak
yang memberi, dapat dituduh telah melakukan perbuatan “bertindak seolah-olah
sebagai advokat” dan karenanya diancam dengan pidana yang sedemikian berat; -

Menimbang bahwa Pasal 31 undang-undang a quo mengancam pidana kepada
seseorang yang menjalankan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat
tetapi bukan advokat sebagaimana dimaksud dalam undang- undang a quo. Sedangkan
yang dimaksud dengan profesi advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa
hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1
angka 1 UU No. 18 Tahun 2003. Sementara itu pada angka 2-nya dinyatakan bahwa jasa
hukum adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa,
mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum Ilain untuk
kepentingan hukum klien;

Menimbang bahwa menurut Pasal 28F UUD 1945 setiap orang berhak
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia. Seseorang yang memerlukan jasa hukum di luar pengadilan pada hakikatnya
adalah ingin memperoleh informasi hukum dan dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Adalah
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menjadi hak seseorang untuk memilih sumber informasi yang dipandangnya tepat dan
terpercaya;

Menimbang bahwa Pasal 31 jo Pasal 1 angka 1 undang-undang a quo membatasi
kebebasan seseorang untuk memilih sumber informasi karena seseorang yang
melakukan konsultasi hukum di luar pengadilan oleh undang-undang a quo hanya
dibenarkan apabila sumber informasi tersebut adalah seorang advokat. Jika seseorang
bukan advokat memberikan informasi hukum, terhadapnya dapat diancam oleh Pasal 31
undang-undang a quo. Pencari informasi akan sangat terbatasi dalam memilih sumber
informasi karena yang bukan advokat terhalang untuk memberikan informasi dengan
adanya Pasal 31 undang-undang a quo;

Menimbang pula bahwa UU No. 18 Tahun 2003 adalah undang-undang advokat
yaitu undang-undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota
organisasi profesi advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan
profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar
pengadilan. Oleh karena itu, tujuan undang-undang advokat, di samping melindungi
advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat
dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan
penyalahgunaan jasa profesi advokat;

Menimbang bahwa sebagai undang-undang yang mengatur profesi, seharusnya
UU No. 18 Tahun 2003 tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi
bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus
diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum
mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara
(verplichte procureurstelling). Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian
menurut hukum acara maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil
mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan kondisi
riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata,
dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum; -

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan Mahkamah
tanggal 30 September 2004, sejarah lahirnya perumusan undang-undang a quo, pasal
tersebut memang dimaksudkan agar yang boleh tampil beracara di hadapan pengadilan
hanya advokat, yang dengan demikian berarti undang-undang a quo telah mengatur
materi muatan yang seharusnya menjadi materi muatan undang- undang yang mengatur
hukum acara. Bahkan, andaikatapun maksud demikian tidak ada, sebagaimana
diterangkan wakil Pemerintah (c.q. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan) pada
persidangan tanggal 23 Agustus 2004, rumusan Pasal 31 undang-undang a quo dapat
melahirkan penafsiran yang lebih luas daripada maksud pembentuk undang-undang
(original intent) yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum
dan ketidakadilan bagi banyak anggota masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan
dan bantuan hukum karena Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 dimaksud dapat menjadi
hambatan bagi banyak anggota masyarakat yang tak mampu menggunakan jasa
advokat, baik karena alasan finansial maupun karena berada di wilayah tertentu yang
belum ada advokat yang berpraktik di wilayah itu, sehingga akses masyarakat terhadap
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keadilan menjadi makin sempit bahkan tertutup. Padahal, akses pada keadilan adalah
bagian tak terpisahkan dari ciri lain negara hukum yaitu bahwa hukum harus transparan
dan dapat diakses oleh semua orang (accessible to all), sebagaimana diakui dalam
perkembangan pemikiran kontemporer tentang negara hukum. Jika seorang warga
negara karena alasan finansial tidak memiliki akses demikian maka adalah kewajiban
negara, dan sesungguhnya juga kewajiban para advokat untuk memfasilitasinya, bukan
justru menutupnya (vide Barry M. Hager, The Rule of Law, 2000, hal. 33);

Menimbang bahwa jika pun benar maksud perumusan Pasal 31 UU No.18 Tahun
2003 tersebut adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan
penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-aku sebagai advokat,
kepentingan masyarakat tersebut telah cukup terlindungi oleh ketentuan Kitab Undang-
undang Hukum Pidana, sehingga oleh karenanya ketentuan Pasal 31 undang-undang a
quo harus dinyatakan sebagai ketentuan yang berlebihan yang berakibat pada
terhalanginya atau setidak-tidaknya makin dipersempitnya akses masyarakat terhadap
keadilan, yang pada gilirannya dapat menutup pemenuhan hak untuk diadili secara fair
(fair trial), terutama mereka yang secara finansial tidak mampu, sehingga kontradiktif
dengan gagasan negara hukum yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD

1945;

Menimbang pula bahwa, sebagai perbandingan, akses terhadap keadilan dalam
rangka pemenuhan hak untuk diadili secara fair adalah melekat pada ciri negara hukum
(rule of law), dan karenanya dinilai sebagai hak konstitusional, sudah merupakan
communis opinio sebagaimana terlihat antara lain dalam putusan Pengadilan Inggris
dalam kasus R v Lord Chancellor ex p Witham (1998) yang di antaranya menyatakan, “...
the right to a fair trial, which of necessity imports the right of access to the court, is as
near to an absolute right as any which | can envisage... It has been described as
constitutional right, though the cases do not explain what that means” (vide Helen
Fenwick & Gavin Phillipson, Text, Cases & Materials on Public Law & Human Rights, 2nd
edition, 2003, hal. 142);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berpendapat, Pasal 31 UU No0.18 Tahun 2003 bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28F UUD 1945 dan karenanya permohonan Pemohon a quo harus
dikabulkan;
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